Abstrak

BPD merupakan lembaga demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi pustaka/dokumentasi yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawatan Desa (BPD) memiliki peran sebagai legislatif tingkat desa dalam menampung, memilah, dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada Pemerintah Desa sebagai masukan terhadap pembangunan Desa. Akan tetapi dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa seorang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat sewaktu-waktu  diberhentikan karena melakukan suatu pelanggaran diluar kewenangan seperti yang terjadi pada Anggota Badan Permusyawaran Desa (BPD) Desa Bengkel.
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BPD is a democratic institution in the administration of village
governance that functions to accommodate and channel the aspirations of the
community to plan and establish policies in implementing village governance and
development.. This research aims to analyze the application of Criminal Law to
the abuse of authority of the Village Consultative Body (BPD) of Village Bengkel
in implementing the Village Government System of Bengkel Village, Perbaungan
District, Serdang Bedagai Regency. This research was conducted using a
normative juridical research method. The data collection method used by the
author is a literature study/documentation, namely data processing is carried out
by systematic way of written legal materials with a statutory approach and a case
approach. The results of this study indicate that the Village Consultative Body

(BPD) hgs ¢ as a village level legislature in accommodating, sorting, and
cha ity aspirations to the Village Government as input for village
deyf, v, in carrying out its obligations as a Village Consultative
B4 Wage Consultative Body (BPD) can be fired or dismissed at
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